BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 160 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 98 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, penetapan nomenklatur Perangkat Daerah,
unit kerja serta tugas dan fungsi didalamnya agar
senantiasa memperhatikan pedoman dari pemerintah
pusat sebagaimana ditetapkan kementerian/lembaga
negara terkait;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah, terdapat tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah yang perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten  Purwakarta, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b
dan huruf c diatas, maka dipandang perlu merubah
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam



Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah = Kabupaten Dalam  Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
530);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Menetapkan

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta

Nomor

98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Nomor 4), diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Urusan Pemerintahan Daerah adalah  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,
sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang



memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

7. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah
berbentuk Sekretariat Daerah.

8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kabupaten  Purwakarta  sebagaimana  dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

10. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah adalah jabatan
fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan
kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

11. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah, yang selanjutnya disebut P2UPD adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,
tanggungjawab dan wewenang dan hak secara penuh
untuk melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 4
(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :

a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
Inspektur Pembantu I;

Inspektur Pembantu II;

Inspektur Pembantu III;

Inspektur Pembantu 1IV;

Inspektur Pembantu Khusus;

w0 a0

Jabatan Fungsional Auditor;

e

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);



j. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
(Audiwan); dan

k. Kelompok jabatan fungsional lainnya.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 11

(1) Dalam rangka menunjang optimalitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dibentuk IRBAN
LILIILIV dan IRBAN Khusus.

(2) IRBAN LILIILIV dan IRBAN Khusus berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

(3) IRBAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat membawahi jabatan fungsional yang
melaksanakan fungsi pengawasan, sebagaimana
ketentuan perundang-undangan.

(4) Kelompok Jabatan fungsional pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jabatan
fungsional pengawasan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

(5) Jenjang Jabatan fungsional pengawasan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada IRBAN, sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) setinggi-tingginya sampai
dengan Jenjang Madya.

4. Judul Paragraf 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

(1) Kelompok jabatan fungsional pengawasan terdiri atas
tenaga fungsional Auditor (JFA), P2UPD dan Auditor
Kepegawaian (AUDIWAN) dan Kelompok Jabatan
Fungsional lainnya.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Auditor Terampil, dengan jenjang jabatan ;
1) Jabatan Auditor Pelaksana;

2) Jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan;



(3)

(4)

3) Jabatan Auditor Penyelia.
b. Auditor Ahli, dengan jenjang jabatan :
1) Jabatan Auditor Pertama;
2) Jabatan Auditor Muda;
3) Jabatan Auditor Madya; dan
4) Jabatan Auditor Utama.

Jenjang Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. P2UPD Pertama;

b. P2UPD Muda;

c. P2UPD Madya; dan
d. P2UPD Utama.

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
(AUDIWAN) terdiri dari :

a. Auditor Kepegawaian Pertama;
b. Auditor Kepegawaian Muda; dan

c. Auditor Kepegawaian Madya.

. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 20

P2UPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional bidang pengawasan atas penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah.

P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya, berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab secara langsung kepada IRBAN.

Pengawasan atas penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis
pemerintahan di Daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

P2UPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional di
bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan teknis
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
perangkat Daerah, UPTD, dan lembaga yang dibentuk
Daerah dengan tugas dan fungsi yang berkaitan
erat/tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan
pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan perundang-
undangan.



8.

(5) Lembaga lain di Daerah sebagai sasaran pengawasan
P2UPD selain lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), juga termasuk Desa sebagai lembaga
penyelenggara pemerintahan Desa.

(6) Pengawas Pemerintahan dalam  melaksanakan
tugasnya, bertanggungjawab secara hirarkis kepada
pimpinan instansi APIP.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 21

(1) Tugas jabatan fungsional P2UPD yaitu melaksanakan
kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi
reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

(2) Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional P2UPD yang
dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari :

pelaksanaan manajemen pengawasan;

pengawasn umum penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

c. pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM);

d. pengawasan terhadap ketaatan atas norma,
standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
oleh pemerintah;

e. pengawasan terhadap dampak penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintahan
Daerah;

f. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa
di Daerah;

g. pemeriksaan khusus; dan

h. pengawasan wajib dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), P2UPD harus mendapatkan penugasan
secara tertulis dari pimpinan APIP.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 22

Perincian kegiatan P2UPD sesuai jenjang jabatan sebagai
berikut:

a. P2UPD Ahli Pertama, meliputi:



10.

11.

12.

13.

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi isu
strategis dalam rangka penyusunan konsep
rencana pengawasan 5 (lima) tahunan;

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi isu
strategis dalam rangka penyusunan konsep
rencana pengawasan tahunan;

menyiapkan bahan melalui identifikasi isu
strategis dalam rangka penyusunan konsep
rencana strategis atau rencana kerja;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja pengawasan meliputi reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja pengawasan meliputi reviu,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan
dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan ekspose program kerja
pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakan yang ditetapkan dalam pembagian
urusan;

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakan yang ditetapkan dalam kelembagaan
daerah;

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakan yang ditetapkan dalam kepegawaian
daerah;

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakanyang ditetapkan dalam keuangan
daerah;

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan
daerah;

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakanyang ditetapkan dalam pelayanan
publik;

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakan yang ditetapkan dalam kerja sama
daerah;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakanyang ditetapkan dalam kebijakan
daerah;

menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakan yang ditetapkan dalam kepala daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan
hasil pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil
pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau
pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal,

mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja  reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;

menyiapkan bahan ekspose atas program kerja
pengawasan dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal;

mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam
penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan
daerah dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal;

mengidentifikasi capaian pelaksanaan pelayanan
dasar atau standar pelayanan minimal;

mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas
penggunaan sumber daya dalam pencapaian
standar pelayanan minimal;

menyusun kertas kerja pengawasan meliputi
kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja
monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas
kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan capaian standar pelayanan minimal;

menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan
hasil pengawasan atas capaian standar
pelayanan minimal,

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil
pengawasan atas pengawasan capaian standar
pelayanan minimal,

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh pemerintah;

mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja  reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau  pemeriksaan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah;

menyiapkan bahan ekspose atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah;

mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
atas pengawasan ketaatan norma, standar,
prosedur, dan kriteria;

mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan
norma, standar, prosedur, dan kriteria;

mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas
penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan
norma, standar, prosedur, dan kriteria;

menyusun kertas kerja pengawasan meliputi
kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring,
kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu
untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan
hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan
norma, standar, prosedur, dan kriteria;

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil
pengawasan atas pengawasan ketaatan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau
pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja  reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan ekspose terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;



39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

mengidentifikasi target capaian yang ditetapkan
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
daerah;

mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan
dibandingkan dengan capaian target dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran;

mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas
penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan
norma, standar, prosedur, dan kriteria;

menyusun kertas kerja pengawasan meliputi
kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja
monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas
kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan terhadap dampak pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan
hasil pengawasan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil
pengawasan terhadap dampak pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau
pemeriksaan  penyelenggaraan  pemerintahan
desa;

mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja  reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

menyiapkan bahan ekspose program kerja
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

mengidentifikasi penyelenggaraan pemerintahan
desa yang memiliki potensi penyimpangan;

menyusun Kkertas kerja pengawasan meliputi
kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja
monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas
kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan
hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa;



51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja pemeriksaan khusus;

mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja pemeriksaan khusus;

menyiapkan bahan ekspose program kerja
pemeriksaan khusus;

mengumpulkan data dukung dari pemberi
informasi dalam rangka pemeriksaan khusus;

memverifikasi data pendukung dari pemberi
informasi dalam rangka pemeriksaan khusus;

menyiapkan bahan dan data  klarifikasi
pengaduan masyarakat dalam rangka
pemeriksaan khusus;

menyusun kertas kerja pengawasan untuk
pelaksanaan tugas dalam pemeriksaan
pengaduan masyarakat;

menyiapkan data dan dokumen administrasi yang
dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan
ahli atau saksi fakta;

menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan
hasil pemeriksaan khusus;

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil
pemeriksaan khusus;

mengumpulkan data untuk penyusunan program
kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau
pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah;

mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja  reviu, evaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh
aparat pengawas intern pemerintah;

menyiapkan bahan ekspose program kerja
pengawasan wajib  dilakukan  oleh  aparat
pengawas intern pemerintah;

mengidentifikasi dokumen  terkait rencana
pembangunan jangka menengah daerah;

mengidentifikasi dokumen  terkait rencana
strategis;

mengidentifikasi dokumen terkait perencanaan
pembangunan dan anggaran daerah tahunan
dengan ketentuan;



68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

mengidentifikasi dokumen terkait penyusunan
laporan kinerja;

mengidentifikasi dokumen  terkait laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

mengidentifikasi dokumen dan kebijakan terkait
pelaksanaansistem pengendalian internal
pemerintah;

mengumpulkan dan mengidentifikasi dokumen
tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas
Keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan
aparat pengawas intern pemerintah;

mengumpulkan data dan kebijakan terkait
pelaksanaan kerja sama aparat pengawas intern
pemerintah dengan instansi lain;

mengumpulkan data dan kebijakan terkait
pelaksanaan aksi  pencegahan  korupsi dan
pungutan liar;

mengumpulkan data dan kebijakan terkait
pelaksanaan reformasi birokrasi;

mendampingi perangkat daerah dalam
pelaksanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan
hasil pengawasan wajib dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah; dan

menyiapkan bahan ekspose laporan hasil
pengawasan wajib dilakukan aparat pengawas
intern pemerintah.

b. P2UPD Ahli Muda, meliputi:

1.

menganalisis isu strategis dalam rangka
penyusunankonsep rencana pengawasan S (lima)
tahunan;

menganalisis isu strategis dalam rangka
penyusunankonsep rencana pengawasan
tahunan;

menyusun konsep rencana pengawasan tahunan;

menganalisis isu  strategis dalam rangka
penyusunankonsep rencana  strategis atau
rencana kerja;

melaksanakan kegiatan pengorganisasian;

menyusun program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

pelaksanaan pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyusun bahan ekspose program kerja
pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam pembagian urusan;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam kelembagaan daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam kepegawaian daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam keuangan daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam pembangunan daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan pelayanan publik;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam kerja sama daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam kebijakan daerah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan  objek pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyusun bahan ekspose laporan  hasil
pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

menyusun program Kkerja reviu, evaluasi,

monitoring, dan/atau  pemeriksaan dalam
pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, = dan/atau  pemeriksaan  dalam
pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

menyusun bahan ekspose atas program kerja
pengawasan dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal,

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan wajib
pemerintahan daerah dalam pengawasan
capaian standar pelayanan minimal,

mengevaluasi dan menganalisis capaian
pelaksanaan standar pelayanan minimal;

mengevaluasi dan menganalisis efisiensi dan
efektifitas penggunaan sumber daya dalam
pencapaian standar pelayanan minimal,

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas
dalam pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan atas
capaian standar pelayanan minimal;

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada

pimpinan objek pengawasan atas hasil
pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;

menyusun bahan  ekspose laporan  hasil
pengawasan atas pengawasan capaian standar
pelayanan minimal;

menyusun program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

menyusun bahan ekspose atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah;

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang
ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren;

menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas
pelaksanaannorma, standar, prosedur, dan
kriteria;



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan
efektifitas penggunaan sumber daya dalam
pelaksanaannorma, standar, prosedur, dan
kriteria;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas
dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria;

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

menyusun bahan ekspose laporan  hasil
pengawasan atas pengawasan ketaatan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;

menyusun program Kkerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah;

menyusun bahan ekspose terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

menganalisis dan mengevaluasi target capaian
yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran daerah;

menganalisis dan mengevaluasi dampak
pelaksanaan urusan dibandingkan dengan
capaian target dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran;

menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan
efektifitas penggunaan sumber daya dalam
pelaksanaannorma, standar, prosedur, dan
kriteria;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas



48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

dalam pengawasan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan
terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan
daerah;

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

menyusun bahan  ekspose laporan  hasil
pengawasan terhadap dampak pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

menyusun program Kkerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyusun bahan ekspose program kerja
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa;

menganalisis dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa yang memiliki potensi
penyimpangan;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas
dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

menyusun bahan  ekspose laporan  hasil
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa;

menyusun program kerja pemeriksaan khusus;

menyusun revisi program kerja pemeriksaan
khusus;



ol.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

menyusun bahan ekspose program kerja
pemeriksaan khusus;

melakukan analisis dan penelaahan atas
informasi awal dalam rangka  pemeriksaan
khusus;

melakukan komunikasi dengan pihak terkait
untuk penyusunan bahan klarifikasi pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;

menyusun konsep laporan klarifikasi pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama untuk pelaksanaan tugas dalam
pemeriksaan pengaduan masyarakat;

menyiapkan data dan dokumen administrasi yang
dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan
ahli atau saksi fakta;

menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan
khusus;

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pemeriksaan khusus;

menyusun bahan  ekspose laporan  hasil
pemeriksaan khusus;

menyusun program Kkerja reviu, evaluasi,

monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib
dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah;

menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib
dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah;

menyusun bahan ekspose program kerja
pengawasan wajib dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian
dokumen terkait rencana pembangunan jangka
menengah daerah dengan ketentuan yang
berlaku;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian
dokumen terkait rencana strategis dengan
ketentuan;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian
dokumen  terkait perencanaan pembangunan
dan anggaran daerah tahunan dengan
ketentuan;



76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian
dokumen terkait penyusunan laporan kinerja
dengan ketentuan;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian
dokumen terkait laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan ketentuan;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian
dokumen dan kebijakan terkait pelaksanaan
sistem pengendalian internal pemerintah dengan
ketentuan;

menganalisis dan mengevaluasi dokumen tindak
lanjut hasil  pemeriksaan Badan  Pengawas
Keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan
aparat pengawas intern pemerintah atas
kemajuan penyelesaiannya;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian data
dan kebijakan terkait pelaksanaan kerja sama
aparatpengawas intern pemerintah dengan
instansi lain,;

menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian data
dan kebijakan  terkait pelaksanaan = aksi
pencegahan korupsi dan pungutan liar;

menganalisis dan mengevaluasi data dan
dokumen terkait pelaksanaan reformasi birokrasi;

mendampingi perangkat daerah dalam
pelaksanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

menyusun konsep laporan hasil pengawasan
wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah;

menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada
pimpinan objek pengawasan wajib dilakukan oleh
aparat pengawas intern pemerintah; dan

menyusun bahan ekspose laporan  hasil
pengawasan wajib dilakukan  oleh aparat
pengawas intern pemerintah.

. P2UPD Ahli Madya, meliputi:

1.

menyusun konsep rencana pengawasan S (lima)
tahunan;

mengevaluasi rencana pengawasan tahunan;

menyusun konsep rencana strategis atau rencana
kerja;

melaksanakan kegiatan supervisi pengawasan;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
program kerja pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam pembagian urusan;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah  ditetapkan dalam  kelembagaan
daerah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam kepegawaian
daerah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam keuangan daerah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam pembangunan
daerah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam kerja sama daerah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

melakukan  reviu  konsep laporan  hasil
pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah dari P2UPD Ahli Muda,;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil
pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah dari P2UPD Ahli Muda;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
laporan hasil pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau  pemeriksaan dalam



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;
mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,

monitoring, dan/atau pemeriksaan  dalam
pengawasan capaian standar pelayanan minimal,

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose atas
program kerja pengawasan dalam pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan
urusan wajib pemerintahan daerah dalam
pengawasan capaian standar pelayanan minimal;

merekomendasikan perbaikan atas capaian
pelaksanaan standar pelayanan minimal;

merekomendasikan peningkatan efisiensi dan
efektifitas penggunaan sumber daya dalam
pencapaian standar pelayanan minimal;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas
dalam pengawasan capaian standar pelayanan
minimal yang telah dilakukan reviu oleh P2UPD
Ahli Muda;

melakukan reviu rekomendasi dan menyetujui
laporanhasil pengawasan atas pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;

melakukan  reviu konsep laporan  hasil
pengawasan atas capaian standar pelayanan
minimal dari P2UPD Ahli Muda;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil
pengawasan capaian standar pelayanan minimal
dari P2UPD Ahli Muda;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
laporanhasil pengawasan atas pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

melakukan supervisi pelaksanaan ekspose atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren;

merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan
pelaksanaannorma, standar, prosedur, dan
kriteria;

merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan
efektifitas penggunaan sumber daya dalam
pelaksanaannorma, standar, prosedur, dan
kriteria;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, kertas
kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam
pengawasan atas pengawasan ketaatan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh pemerintah yang telah dilakukan reviu oleh
P2UPD Ahli Muda;

melakukan  reviu  konsep laporan  hasil
pengawasan dari P2UPD Ahli Muda atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan dari P2UPD
Ahli Muda atas pengawasan ketaatan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
laporanhasil pengawasan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah;

mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan
daerah;



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

merekomendasikan perbaikan atas target capaian
yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran daerah;

merekomendasikan perbaikan atas dampak
pelaksanaan urusan dibandingkan dengan
capaian target dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran,;

merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan
efektifitas penggunaan sumber daya dalam
pelaksanaannorma, standar, prosedur, dan
kriteria;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas
dalam pengawasan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah yang telah dilakukan reviu
oleh P2UPD Ahli Muda;

melakukan reviu konsep laporan hasil
pengawasan dari P2UPD Ahli Muda terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah dari P2UPD
Ahli Muda;

melakukan  supervisi pelaksanaan  ekspose
laporan hasil pengawasan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
program kerja  pengawasan = penyelenggaraan
pemerintahan desa;

memberikan  rekomendasi  perbaikan  atas
penyelenggaraan pemerintahan desa;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan,
kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi,
dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan



56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

tugas dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang telah dilakukan reviu
oleh P2UPD Ahli Muda;

melakukan  reviu  konsep laporan  hasil
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
dari P2UPD Ahli Muda;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada  pimpinan objek pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dari P2UPD
Ahli Muda;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
laporan hasil pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

mengusulkan  program = kerja  pemeriksaan
khusus;

mengusulkan revisi program kerja pemeriksaan
khusus;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
program kerja pemeriksaan khusus;

melakukan reviu hasil penelaahan pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;

mengendalikan teknis proses penelaahan dalam
rangka pemeriksaan khusus;

menyusun konsep klarifikasi pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;

melakukan reviu hasil klarifikasi pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus
dari P2UPD Ahli Muda;

melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli
pertama untuk  pelaksanaan tugas dalam
pemeriksaan pengaduan masyarakat yang telah
dilakukan reviu oleh P2UPD Ahli Muda;

menyiapkan data dan dokumen administrasi yang
dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan
ahli atau saksi fakta;

melakukan  reviu konsep laporan  hasil
pemeriksaan khusus dari P2UPD Ahli Muda;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pemeriksaan khusus dari
P2UPD Ahli Muda;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
laporan hasil pemeriksaan khusus;

mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib
dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah;



72.

73.

74.

75.
76.

77.
78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib
dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah;

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
program kerja pengawasan wajib dilakukan oleh
aparat pengawas intern pemerintah;

merekomendasikan hasil reviu rencana
pembangunan jangka menengah daerah;

merekomendasikan hasil reviu rencana strategis;

merekomendasikan hasil reviu perencanaan
pembangunan dan anggaran daerah tahunan;

merekomendasikan hasil reviu laporan kinerja;

merekomendasikan hasil reviu laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

merekomendasikan hasil evaluasi sistem
pengendalian internal pemerintah;

merekomendasikan hasil monitoring dan evaluasi
tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas
Keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan
aparat pengawas intern pemerintah;

merekomendasikan hasil pelaksanaan kerja sama
aparat pengawas intern pemerintah dengan
instansi lain;

merekomendasikan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan
pungutan liar;

merekomendasikan hasil penilaian pelaksanaan
reformasi birokrasi;

mendampingi perangkat daerah dalam
pelaksanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

melakukan  reviu  konsep laporan = hasil
pengawasan wajib dilakukan dari P2UPD Ahli
Muda;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan wajib
dilakukan dari P2UPD Ahli Muda; dan

melakukan  supervisi pelaksanaan ekspose
laporan hasil pengawasan wajib dilakukan oleh
aparat pengawas intern pemerintah.

d. P2UPD Ahli Utama, meliputi :

1.

mengevaluasi rencana pengawasan S (lima)
tahunan;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

menentukan tema pengawasan tahunan;

melaksanakan kegiatan pengendalian mutu
pengawasan,;

melakukan reviu program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

melakukan reviu revisi program Kkerja reviu,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan
dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
program kerja pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil
pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil
pengawasan umum mpenyelenggaraan
pemerintahan daerah;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
laporan hasil pengawasan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

melakukan reviu program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau  pemeriksaan dalam
pengawasan capaian standar pelayanan minimal

melakukan reviu revisi program Kkerja reviu,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan
dalam pengawasan capaian standar pelayanan
minimal;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose atas
program kerja pengawasan dalam pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;

mengendalikan mutu hasil pengawasan atas
capaian standar pelayanan minimal;

melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil
pengawasan atas capaian standar pelayanan
minimal dari P2UPD Ahli Madya;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil
pengawasan capaian standar pelayanan minimal
dari P2UPD Ahli Madya;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
laporanhasil pengawasan atas pengawasan
capaian standar pelayanan minimal;



17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

melakukan reviu program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

melakukan reviu revisi program kerja reviu,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan;

melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil
pengawasan dari P2UPD Ahli Madya atas
pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur,
dan kriteria;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan dari P2UPD
Ahli Madya;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
laporanhasil pengawasan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

melakukan reviu program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah;

melakukan reviu revisi program kerja reviu,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan

terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan
daerah;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose

terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan
daerah;

mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan;

melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil
pengawasan terhadap dampak pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah dari P2UPD Ahli Madya;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah dari P2UPD
Ahli Madya;



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
laporan hasil pengawasan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh
pemerintahan daerah;

melakukan reviu program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

melakukan reviu revisi program Kkerja reviu,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
program kerja  pengawasan  penyelenggaraan
pemerintahan desa;

mengendalikan mutu pelaksanaan pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
dari P2UPD Ahli Madya;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dari P2UPD
Ahli Madya;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
laporan hasil pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

melakukan reviu program kerja pemeriksaan
khusus;

melakukan reviu revisi program kerja
pemeriksaan khusus;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
program kerja pemeriksaan khusus;

mengendalikan mutu proses penelaahan dalam
rangka pemeriksaan khusus;

melakukan reviu dan menyetujui konsep laporan
klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka
pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh P2UPD
Ahli Madya;

menyampaikan hasil laporan pengaduan
masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus
kepada pimpinan;

mengendalikan mutu pelaksanaan pemeriksaan
pengaduan masyarakat;

memberikan keterangan ahli sebagai ahli atau
saksi fakta kepada penyidik atau jaksa penuntut
umum;



46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

melakukan komunikasi dengan jaksa penuntut
umum dalam rangka pemberian keterangan ahli
atau saksi fakta;

menyiapkan data dan dokumen administrasi yang
dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan
ahli atau saksi fakta di peradilan;

mengikuti  pelaksanaan  proses  pemberian
keterangan ahli atau saksi fakta di peradilan;

melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil
pemeriksaan khusus dari P2UPD Ahli Madya;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pemeriksaan khusus dari
P2UPD Ahli Madya;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
laporan hasil pemeriksaan khusus;

melakukan reviu program kerja reviu, evaluasi,

monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib
dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah;

melakukan reviu revisi program kerja reviu,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib
dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah;

mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
program kerja pengawasan wajib dilakukan oleh
aparat pengawas intern pemerintah;

mendampingi perangkat daerah dalam
pelaksanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil
pengawasan wajib dilakukan dari P2UPD Ahli
Madya;

melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan wajib
dilakukan dari P2UPD Ahli Madya; dan
mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose

laporan hasil pengawasan wajib dilakukan oleh
aparat pengawas intern pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 23

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan
pemerintahan oleh P2UPD, pimpinan APIP membentuk
Tim yang susunannya terdiri dari :



10.

11.

(2)

a. Supervisor;
b. Ketua Tim;
b. Anggota Tim.

Apabila pada Inspektorat Daerah tidak terdapat
P2UPD yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 maka P2UPD lain yang berada satu tingkat di
atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan APIP.

Setelah ketentuan Pasal 25 disisipkan ketentuan Pasal
25A, berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 25A

Selain Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD, dan
Audiwan, pada Inspektorat Daerah dapat pula
ditambah kelompok jabatan fungsional lainnya;

Jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah jabatan fungsional yang dibutuhkan
sebagaimana hasil Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
(1) Perihal dengan berlakunya Peraturan Bupati ini

(2)

terdapat sedikit perubahan nomenklatur jabatan,
Semula Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah, menjadi Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(P2UPD), dan perubahan rincian kegiatan tiap
jenjang P2UPD, maka pejabat fungsional P2UPD
eksisting tetap dapat melaksanakan rincian kegiatan
baru sesuai pemberlakuan perundang-undangan
terkait.

Terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), selanjutnya unsur terkait, agar segera
melakukan penyesuaian tertib administrasi
sebagaimana ketentuan yang berlaku.



Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA
Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 160
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